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ABSTRAK 

 

ERWIN PRATIWI PUTRI, NPM. 18.81.0581. 2022. Efektivitas Penerapan Kepmenkumham 

Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan Terhadap Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.  Skripsi.  Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Maksum, SH., MH., Pembimbing II Miftah Ulumudin Tsani, 

SH., MH., 

Kata Kunci: Lapas, Over Kapasitas,  Kriminalitas 

Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif dapat dilakukan oleh 

perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun 

bisa melakukan tindakan kriminal. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub 

sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara 

sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.  

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah terjadi kepadatan dimana 

penghuni lebih banyak ketimbang kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan 

.Sebagai contoh, Lapas Kelas IIB Banjarbaru memiliki kapasitas untuk menampung narapidana 

sebanyak 798 orang nyatanya setiap tahun penambahan jumlah narapidana yang begitu 

signifikan mengakibatkan over kapasitas di Lapas. 

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris.Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan konseptual. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam 

hal Efektivitas Penerapan Kepmenkumham Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola 

Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Terhadap Kapasitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Banjarbaru.Ketentuan Kapasitas Lapas dan Rutan 

mengacu pada Kepmenkumham Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 kenyataan tidak sejalan 

dengan realita. Lapas Kelas IIB Banjarbaru memiliki kapasitas 798 orang kenyataanya hingga 

akhir juni 2022 sudah berisi 1911 dan mengalami over sebanyak 239,47%. Penyebab over 

kapasitas yaitu meningkat kriminalitas, dan Lapas Banjarbaru menerima 2 wilayah hukum. 
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ABSTRACT 

ERWIN PRATIWI PUTRI, NPM. 18.81.0581. 2022. Effectiveness of the Implementation of 

Kepmenkumham Number M.01.Pl.01.01 of 2003 concerning the Building Pattern of 

Correctional Technical Implementation Units on the Capacity of Correctional Inmates in 

Class IIB Banjarbaru Correctional Institutions. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of 

Kalimantan. Advisor I Dr. H. Maksum, SH., MH., Advisor II Miftah Ulumudin Tsani, SH., 

MH., 

Keywords: Prison, Over Capacity, Crime 

Crime is a negative action that can be done by both women and men, from the lower 

class to the upper class society can commit criminal acts. Correctional Institutions (Lapas) are 

institutions of the criminal justice sub-system that have a strategic function as the 

implementation of imprisonment as well as a place for inmates to be fostered.  

The condition of Correctional Institutions in Indonesia has been overcrowded where 

there are more occupants than the capacity provided by the Penitentiary. For example, the 

Class IIB Banjarbaru Prison has the capacity to accommodate 798 inmates. , 

This research is an empirical legal research. The approach of this research uses a 

conceptual approach. This method is intended to obtain a good, clear, and able to provide data 

as accurately as possible about the object under study, in terms of the Effectiveness of the 

Implementation of Kepmenkumham Number M.01.Pl.01.01 of 2003 concerning the Building 

Pattern of the Correctional Technical Implementing Unit on the Capacity of Correctional 

Inmates in Correctional Institutions. Class IIB Banjarbaru Prison. Provisions on the capacity 

of prisons and detention centers referring to the Decree of the Minister of Law and Human 

Rights Number M.01.Pl.01.01 of 2003 are not in line with reality. The Banjarbaru Class IIB 

prison has a capacity of 798 people, in fact until the end of June 2022 it already contains 1911 

and has over 239.47%. The cause of overcapacity is the increase in crime, and the Banjarbaru 

Prison receives 2 jurisdictions. 
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